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ABSTRAK 

 Barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi belum 

dieksekusi oleh Jaksa karena diketahui bahwa setelah adanya putusan ternyata 

barang rampasan tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa pidana korupsi dan 

telah dibebani Hak Tanggungan. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung 

RI Nomor 1153 K/Pid/2005 kronologis yaitu pada tahun 2007 Terdakwa korupsi 

dipidana hukuman penjara 2 (dua) tahun dan perampasan barang berupa tanah dan 

bangunan, tetapi pada tahun 2012 ternyata barang tersebut dijaminkan oleh 

Terdakwa (telah menjalani hukuman pidana) di Bank. Selanjutnya, Bank 

melakukan cek sertifikat di BPN dan didapati hasil bahwa barang tersebut tidak 

dibebani hak apapun dan tidak ada pencatatan sita sehingga dapat dibebani hak 

tanggungan. Dengan adanya hal tersebut maka jaksa sebagai pelaksana putusan 

tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konsep.  

Dalam melakukan penyitaan objek tanah dan bangunan hendaknya 

dibarengi dengan permohonan pencatatan sita pidana di Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten/Kota yang bertujuan agar pihak ketiga atau kreditur mengetahui bahwa 

benda tersebut sedang dalam proses perkara pidana dan objek tersebut tidak dapat 

dibebani Hak Tanggungan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai 

barang rampasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yang masih 

terdapat hak pihak ketiga yang beritikad baik maka Mahkamah Agung RI sesuai 

dengan kewenangannya perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA 

RI) yang isinya yaitu: 1) Bahwa terhadap suatu aset atau objek yang telah menjadi 

barang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 

maka aset atau objek tersebut dihapuskan dari segala pencatatan blokir, sita atau 

adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah baik putusan tersebut; 2) 

Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan 

barang rampasan negara dan belum dieksekusi, kemudian diketahui bahwa barang 

rampasan tersebut dialihkan atau dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak 

ketiga, maka perbuatan hukum dengan pihak ketiga tersebut batal demi hukum 

karena pemilik awal sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas aset atau objek 

yang telah ditetapkan menjadi barang rampasan negara; 3) Jika terdapat pihak 

ketiga yang merasa dirugikan atas penetapan pengadilan barang rampasan negara, 

maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan akan tetapi tidak keberatan 

tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan; 

4) Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka 

negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil 

lelang atas barang tersebut. 

Kata kunci: tindak pidana korupsi, barang rampasan negara, dibebani hak 

tanggungan. 
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ABSTRACT 

 The State confiscation in the corruption case has not been executed by the 

Prosecutor because it is known that after the decision, the confiscated goods were 

used as collateral by the Defendant of the corruption crime and had been 

encumbered with Mortgage Rights. As stated in the decision of the Supreme Court 

of the Republic of Indonesia Number 1153 K/Pid/2005, chronologically, in 2007 

the defendant of corruption was sentenced to 2 (two) years in prison and 

confiscation of goods in the form of land and buildings, but in 2012 it turned out 

that the goods were guaranteed by the defendant (had served a criminal) in the 

Bank. Subsequently, the Bank checked the certificate at BPN and found that the 

goods were not encumbered with any rights and there was no record of confiscation 

so that they could be encumbered with mortgage rights. With this, the prosecutor 

as the executor of the decision cannot carry out the execution of the booty. This 

research is a normative research using a statutory approach and a concept 

approach. 

 In confiscation of land and building objects, it should be accompanied by 

an application for recording a criminal confiscation at the Regency/City Land 

Agency Office with the aim that third parties or creditors know that the object is in 

the process of a criminal case and the object cannot be encumbered with Mortgage 

Rights. In the absence of special regulations regarding the confiscation of criminal 

acts, especially corruption in which there is still the right of a third party in good 

faith, the Supreme Court of the Republic of Indonesia in accordance with its 

authority needs to make a Regulation of the Supreme Court of the Republic of 

Indonesia (PERMA RI) which contains: 1) That on an asset or objects that have 

become confiscated goods of the state based on a court decision with permanent 

legal force, the asset or object is deleted from all records of blocking, confiscation 

or any disputes and cases concerning land rights, whether those decisions; 2) After 

a court decision has permanent legal force stating that the looted goods have not 

been executed, then it is found out that the looted goods have been transferred or 

transferred or pledged to a third party, then the legal action with the third party is 

null and void because the original owner no longer owns the property. authority 

over assets or objects that have been determined to be confiscated by the state; 3) 

If there is a third party who feels aggrieved by the court's decision on state 

confiscation, then that party may file an objection but no objection does not suspend 

or stop the execution of the court's decision; 4) If the third party's objection is 

received by the judge after the execution, the state is obliged to compensate the 

third party for the value of the auction proceeds for the goods. 

Keyword: corruption, booty of the state, burdened with mortgage rights 
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